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 ABSTRAK  - Mayoritas permasalahan hukum dari badan hukum perkumpulan 

disebabkan oleh penggunaan nama Perkumpulan yang dianggap 

merugikan pihak lain. Bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Nomor 3 Tahun 2016 sudah tidak sesuai dengan perkembangan 

kebutuhan masyarakat sehingga perlu diubah. Berdasarkan pertimbangan 

tersebut, perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan 

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata 

Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan 

Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan. 

  - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah : Staatsblad 1870:6; UU No.39 

Tahun 2008; UU No.17 Tahun 2013sebagaimana telah diubah dengan UU 

No.16 Tahun 2017; PERPRES No.44 Tahun 2015; PERMENKUMHAM No.29 

Tahun 2015  sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

PERMENKUMHAM No.24 Tahun 2018; PERMENKUMHAM No.3 Tahun 

2016.  

  - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata 

Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan 

Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan.  

 CATATAN : -  Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 19 Juni 

2019 

 


